Lampiran Keputusan Menteri Pertahanan
Nomor : KEP/880/M/X/2012
Tanggal: 25 Oktober 2012

TATA CARA PENYEBARLUASAN INFORMASI PERTAHANAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB |
PENDAHULUAN

1. Umum

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi
publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala
sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

b. Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai salah satu Badan Publik, telah
melaksanakan kewajibannya dalam membentuk Standar Layanan Informasi
Pertahanan di lingkungan Kemhan yang dituangkan dalam Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Layanan
Informasi Pertahanan di Lingkungan Kemhan. Peraturan Menteri Pertahanan
tersebut bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan Standar Layanan
Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan guna menciptakan hubungan
komunikasi yang efektif antara Kemhan dan pemohon informasi serta pihak-
pihak terkait. Sementara itu Tata Cara Penyebarluasan Informasi
Pertahanan di Lingkungan Kemhan bertujuan untuk memberikan panduan
tentang mekanisme penyebarluasan informasi pertahanan.

c. Penyebarluasan Informasi Pertahanan di Lingkungan Kemhan tersebut akan
dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Kemhan dalam rangka
penyebarluasan informasi pertahanan baik diminta maupun tidak diminta
yang dapat dilaksanakan melalui berbagai media massa, baik media cetak,
elektronik, on-line maupun media komunikasi lainnya yang mudah diakses
oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Agar dapat
terwujud penyebaran informasi pertahanan di lingkungan Kemhan secara
efektif, efisien dan mencapai sasaran maka perlu disusun tata cara
penyebarluasannya.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Penyusunan Keputusan Menteri Pertahanan ini dimaksudkan
untuk memberikan gambaran dan arahan tentang Tata Cara
Penyebarluasan Informasi Pertahanan di lingkungan Kemhan.



b.

Tujuan. Memberikan Panduan mekanisme penyebarluasan informasi
pertahanan.

Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup Keputusan Menteri Pertahanan
tentang Tata Cara Penyebarluasan Informasi Pertahanan di lingkungan
Kementerian Pertahanan meliputi tata cara penyebarluasan informasi pertahanan,
dengan tata urut sebagai berikut:

a. Pendahuluan

b. Ketentuan Umum

c. Jenis Informasi Pertahanan

d. Penyiapan Informasi Pertahanan

e. Tata Cara Penyebarluasan Informasi Pertahanan

f.  Media Penyebarluasan Informasi Pertahanan

g. Laporan dan Evaluasi

h.  Penutup

Dasar

a. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 469);

c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar
Layanan Informasi Pertahanan di lingkungan Kementerian Pertahanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 469);

d. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/614/M/VIII/2011 tanggal
15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
lingkungan Kementerian Pertahanan;

e. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/1040/M/XI1/2011 tanggal

30 Desember 2011 tentang Informasi Pertahanan yang Dikecualikan
di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pengertian-Pengertian

a.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut
PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

PPID Kepala adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di tingkat
Kementerian dalam hal ini dijabat oleh Kapuskompublik Kemhan yang
bertanggungjawab di bidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan
dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Kemhan.



c. PPID Pelaksana adalah pejabat dalam hal ini dijabat oleh Ses Ditjen
Kemhan, Ses Itjen Kemhan, Ses Kabadan Kemhan, para Kapus Kemhan
dan para Karo Setjen Kemhan yang bertanggungjawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi
dari Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan.

d. Informasi publik bidang pertahanan yang selanjutnya disebut informasi
pertahanan, adalah informasi pertahanan yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Kemhan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

e. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum
Indonesia yang mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

f.  Akses Informasi pertahanan adalah kemudahan yang diberikan kepada
seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi pertahanan yang
dibutuhkan.

BAB Il
KETENTUAN UMUM

a. Prinsip dasar penyebarluasan Informasi Pertahanan, yakni terselenggaranya
penyebarluasan Informasi Pertahanan yang terukur dan terintegrasi.

b.  Prinsip dasar tersebut meliputi:

1) Terukur artinya penyebarluasan informasi pertahanan harus dapat
diukur tingkat keberhasilannya secara nominatif.

2) Terintegrasi artinya merupakan satu kesatuan penyelenggaraan
dengan penyebarluasan informasi pertahanan lainnya yang
diselenggarakan PPID Kepala dan PPID Pelaksana.

3) Transparan artinya informasi yang disampaikan adalah informasi yang
benar, tidak berbohong, dan tidak direkayasa untuk kepentingan
tertentu.

4) Akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta
dapat diaudit siapa yang menyelenggarakan, siapa yang bertanggung
jawab, ditujukan untuk apa, dan berapa dana yang digunakan.

5) Terpenuhinya hak-hak publik dalam memperoleh informasi pertahanan
yang murah dan mudah diakses.

6) Hak-hak publik yang dimaksud adalah hak-hak yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.



7) Mengandung unsur penerangan, pendidikan, pemberdayaan dan
pencerahan.

Pelaksanaan penyebarluasan Informasi Pertahanan dilakukan melalui berbagai
media sebagai berikut:

a.

b.

C.

Media cetak

Media elektonik

Media on-line

BAB Il
JENIS INFORMASI PERTAHANAN

Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, meliputi:

a.

b.

Informasi tentang Profil Kemhan.

Ringkasan program dan/atau kegiatan Kemhan.
Ringkasan informasi mengenai Kinerja Kemhan.
Ringkasan laporan keuangan.

Prosedur layanan informasi termasuk hak dan tata cara memperoleh
informasi, serta laporan layanan/akses informasi pertahanan.

Informasi peratuan, keputusan, dan/atau ketetapan beserta rancangannya
yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Kemhan.

Informasi penerimaan pegawai.
Pengumuman pengadaan barang dan jasa.

Informasi pengumuman kelulusan hasil ujian kedinasan yang diadakan
Kemhan, tanpa menyebut nilai.

Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau
pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Kemhan maupun pihak yang
mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Satuan Kerja di lingkungan
Kemhan.

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi di setiap
Satuan Kerja di lingkungan Kemhan.



10.

11.

Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat, meliputi:

a. Daftar informasi pertahanan.

b. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Kemhan.

c. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan.

d. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

e. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Kemhan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi.

f.  Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut
dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan.

g. Data perbendaharaan atau inventaris.
h. Rencana strategis dan rencana kerja Kemhan.
I Agenda kerja Pimpinan Satuan Kerja Kemhan.

J- Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi pertahanan yang
dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi pertahanan yang
dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan
informasi pertahanan beserta kualifikasinya. Anggaran layanan informasi
pertahanan serta laporan penggunaannya.

k. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan oleh
pengawas internal serta laporan penindakannya.

. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh
masyarakat serta laporan penindakannya.

m. Daftar dan hasil-hasil evaluasi penelitian yang dilakukan oleh Kemhan.

n. Informasi pertahanan lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan mekanisme keberadaan dan/atau penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

0. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan
yang terbuka untuk umum.

Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta adalah Informasi yang dapat
mengancam hajat hidup orang banyak, ketertiban umum dan penyalahgunaan
wewenang serta informasi tentang bahaya lainnya.

Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi pertahanan.



12.

BAB IV
PENYIAPAN INFORMASI PERTAHANAN

Penyiapan Informasi pertahanan merupakan tahap yang sangat penting dalam
penyebarluasan informasi pertahanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh
setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah:

a.

Informasi pertahanan yang disiapkan adalah informasi yang berkualitas dan
relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja.

Informasi pertahanan yang disiapkan dapat bersumber dari pejabat dan
dokumentasi/arsip.

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam butir b. merupakan pejabat yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di satuan
kerjanya, sedangkan dokumentasi/arsip merupakan dokumentasi/arsip yang
terkait dengan pelaksanaan tugas pokok/fungsi satuan kerja bersangkutan.

Setiap informasi pertahanan di satuan kerja Eselon | merupakan tanggung
jawab pimpinan satuan kerja (PPID Pelaksana).

Setiap informasi pertahanan yang dikelola oleh Eselon | merupakan satu
kesatuan informasi dari masing-masing satuan kerja di bawahnya.

Setiap informasi pertahanan di satuan kerja Eselon | disampaikan ke PPID
Kepala.

Setiap informasi yang diterima oleh PPID Kepala, diolah, diverifikasi,
diklarifikasi, divalidasi, diklasifikasi dan disediakan untuk disebarluaskan.

Mekanisme pengumpulan informasi pertahanan.

1) Setiap Pimpinan Eleson | menugaskan Sekretarisnya atau Pejabat yang
ditunjuk untuk melaksanakan pengumpulan informasi pertahanan di
setiap Satuan Kerja Eselon Il (Direktorat atau Pusat).

2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Eselon [l wajib melaksanakan
pengumpulan, pendokumentasian dan pengklarifikasian informasi
pertahanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

3) Setiap Pejabat berkewajiban membuat catatan pelaksanaan kegiatan
dan mendokumentasikannya secara baik dan selanjutnya dilaporkan
kepada PPID Pelaksana.

4) Setiap Satuan Kerja dapat menunjuk Pejabat Fungsional Pengelola
Informasi dan Dokumentasi sesuai kebutuhan Satuan Kerjanya, guna
memperlancar pelaksanaan tugas pengumpulan, pendokumentasian
dan pengklarifikasian informasi pertahanan.



BAB V
TATA CARA PENYEBARLUASAN INFORMASI PERTAHANAN

13. Penyebarluasan Informasi Pertahanan melalui Pengumuman, yaitu:

a.

Seluruh Informasi Pertahanan yang berada pada Kemhan selain Informasi
Yang Dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui website Kemhan
(www.kemhan.go.id) dan melalui Permohonan Informasi Pertahanan.

Informasi pertahanan yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
diumumkan melalui website Kemhan (www.kemhan.go.id) dan media cetak
yang tersedia.

14.  Penyebarluasan Informasi Pertahanan melalui Permintaan, yaitu:

a.

Informasi pertahanan yang wajib tersedia setiap saat disediakan oleh
Kemhan melalui PPID diatur sebagai berikut:

1) Permohonan Informasi Pertahanan dapat dilakukan secara tertulis atau
tidak tertulis.

2) Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, pemohon:
a)  Mengisi formulir permohonan; dan

b) Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila
dibutuhkan.

3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan
permohonan Informasi Pertahanan tercatat dalam formulir permohonan.

PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Pertahanan dibantu dalam
melengkapi persyaratan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan
Informasi pertahanan diajukan.

Dalam hal permohonan Informasi Pertahanan ditolak, PPID wajib
memberikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan formulir penolakan
permohonan sebagaimana dalam Sublampiran A dari Lampiran Keputusan
Menhan ini yang memuat :

1) nomor pendaftaran;

2) nama;

3) alamat;

4)  nomor telepon/e-mail;

5) informasi yang dibutuhkan;
6) keputusan penolakan;

7) alasan pengecualian; dan
8) konsekuensi yang timbul.



Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima dan wajib dilakukan sesuai dengan waktu penyediaan
yang telah ditetapkan di dalam pemberitahuan tertulis.

Formulir permohonan Informasi Pertahanan yang berisikan nomor
pendaftaran dalam hal permohonan tidak disampaikan secara langsung atau
melalui surat elektronik dilampirkan bersamaan dengan pemberitahuan
tertulis.

Dalam hal PPID Kepala belum menguasai atau mendokumentasikan
Informasi Pertahanan yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan
apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Pertahanan yang
dikecualikan, PPID Kepala memberitahukan perpanjangan waktu
pemberitahuan tertulis beserta alasannya.

Perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya dilakukan
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis
tidak dapat diperpanjang lagi.

Dalam mendukung kelancaran arus informasi dan data, Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dapat memanfaatkan jaringan teknologi
informasi dan komunikasi yang tersedia pada satuan kerja masing-masing.

Pemohon Informasi Pertahanan berhak mengajukan keberatan dalam hal
ditemukannya alasan sebagai berikut:

1) tidak disediakannya informasi berkala;

2) tidak ditanggapinya permohonan Informasi Pertahanan;

3) permohonan Informasi Pertahanan dianggap tidak sebagaimana yang
diminta;

4)  tidak dipenuhinya permohonan Informasi Pertahanan;

5)  pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

6) penyampaian Informasi Pertahanan yang melebihi waktu yang
ditentukan.

Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.

Pengajuan keberatan dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di
hadapan hukum.

Kemhan dapat menggunakan sarana komunikasi yang efektif dalam
menerima keberatan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang
dimilikinya.

Dalam pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID wajib
membantu pemohon Informasi Pertahanan yang mengajukan keberatan atau
pihak yang menerima kuasa untuk mengisikan formulir keberatan dan
kemudian memberikan nomor register pengajuan keberatan sebagaimana
dalam Sublampiran B dari Lampiran Keputusan Menhan ini yang memuat :

1)  nomor registrasi pengajuan keberatan;
2) nomor pendaftaran permohonan Informasi Pertahanan;



15.

16.

3) tujuan penggunaan Informasi Pertahanan;

4) identitas lengkap Pemohon Informasi Pertahanan yang mengajukan
keberatan;

5) identitas kuasa Pemohon Informasi Publik yang mengajukan
keberatan bila ada;

6) alasan pengajuan keberatan;

7)  kasus posisi permohonan Informasi Pertahanan;

8)  waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh petugas;

9) nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Pertahanan yang
mengajukan keberatan; dan

10) nama dan tanda tangan petugas yang menerima pengajuan keberatan.

Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis
yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Pertahanan yang
mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa paling lama 30 hari
sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register
keberatan.

Pemohon Informasi Pertahanan yang mengajukan keberatan atau pihak
yang menerima kuasa yang tidak puas dengan Keputusan Atasan PPID
berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik
kepada Komisi informasi paling lama 14 hari kerja sejak diterimanya
Keputusan Atasan PPID.

Dalam  menyelenggarakan  Penyebarluasan Informasi Pertahanan dapat
menggunakan media komunikasi sebagai berikut:

a.

b.

Media massa seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi sekurang-
kurangnya 1 (satu) bulan sekali.

Website (www.kemhan.go.id) sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan
updating.

Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya
sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Media luar ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, newsletter,
spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan.

BAB VI
JENIS MEDIA PENYEBARLUASAN INFORMASI PERTAHANAN

Media penyebarluasan informasi pertahanan diharapkan dapat memperluas
jangkauan penyebarluasan informasi pertahanan di lingkup lokal, nasional,
regional dan internasional. Adapun jenis media penyebarluasan informasi
pertahanan sebagai berikut:

a.

Media cetak
1) Leaflet.
2) Booklet.

3) Newsletter.
4) Majalah organisasi.
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17. Laporan

a.

5)
6)
7)

10

Majalah umum.
Surat kabar.
Tabloid.

Media Elektronik.

1)
2)

Radio.
Televisi.

Media on-line.

1)
2)
3)

4)
5)

Website Kemhan (www.kemhan.go.id).

Website TNI.

Website berita dalam dan luar negeri (seperti www.thejakartapost.com,
www.kompas.com, dll)

Internet broadcast (seperti Youtube)

Jejaring sosial (seperti Twitter dan Facebook)

BAB VI
LAPORAN DAN EVALUASI

PPID Kemhan wajib membuat dan mengumumkan laporan layanan
informasi pertahanan secara periodik serta salinan laporan disampaikan
kepada Komisi Informasi Pusat.

Laporan layanan informasi pertahanan paling sedikit memuat :

1) Gambaran umum Kkebijakan pelayanan informasi pertahanan,
antara lain :

2)

a) Sarana dan prasarana pelayanan dan pendokumentasian
informasi yang dimiliki beserta kondisinya;

b)  Sumber daya manusia yang dimiliki beserta kualifikasinya dalam
rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi termasuk
pelayanan informasi; dan

C) Anggaran dan laporan penggunaannya dalam rangka
pengelolaan dan pendokumentasian informasi termasuk
pelayanan informasi.

Rincian materi laporan pengelolaan dan pelayanan informasi
pertahanan, meliputi:

a) Jumlah permintaan informasi;

b) Waktu rata-rata yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permintaan informasi;

c) Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan

d)  Alasan penolakan informasi.
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19.
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3) Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan Informasi
pertahanan.

4) Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi pertahanan.

Evaluasi.

Kemhan dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan Informasi Pertahanan
yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan Kemhan.

a. Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelayanan Informasi
Pertahanan oleh Kemhan.

b. Hasil evaluasi disampaikan kepada PPID Kepala/Pelaksana.

BAB VIII

PENUTUP
Keputusan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Penyebarluasan Informasi
Pertahanan disusun untuk menjadi pedoman bagi PPID Kepala dan PPID
Pelaksana dalam menentukan penyebarluasan informasi serta memudahkan

pelayanan Informasi agar tercipta pelayanan Informasi Pertahanan secara tepat
dan akurat di lingkungan Kemhan.

Menteri Pertahanan,

Purnomo Yusgiantoro



